
BERITA DAERAH KOTA CILEGON 

 
 

 
 

TAHUN : 2017 NOMOR : 26 

 
PERATURAN  WALI KOTA CILEGON 

NOMOR  26 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA  ATAS PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 107 

TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA CILEGON, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergeseran anggaran antar objek 

belanja dalam jenis berkenaan pada perangkat daerah; 

b. bahwa adanya perubahan objek belanja dalam jenis belanja 

berkenaan serta adanya perubahan rincian dalam objek 

belanja  pada perangkat daerah maka berdasarkan pasal 160 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Nomor 21 

tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolalaan Keuangan Daerah, anggaran dimaksud dapat 

dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja daerah, selanjutnya anggaran 

tersebut ditampung dalam Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 

c.bahwa … 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 

Cilegon tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota 

Cilegon Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 

2017; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah 

Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3828); 

2. Undang-Undang Nomor  28  Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679; 

7.Peraturan … 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata 

Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan 

Lembaran Negara     Republik Indonesia Nomor 4027); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 

2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor119 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14.Peraturan … 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 tentang                          

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon                          

(Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 5); 

16. Peraturan Daerah Kota Cilegon  Nomor  12 Tahun 2015 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2015 

Nomor  12); 

17. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 39  Tahun 2015 tentang 

Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Cilegon Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Cilegon 

Tahun 2015 Nomor 40); 

 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA  ATAS 

PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 107 TAHUN 2017 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2017. 

 

Pasal  I 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor  

107 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2017 (Berita 

Daerah Kota Cilegon Nomor 107 Tahun 2016) diubah secara 

parsial dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran 

Peraturan Wali Kota ini. 

 

 

Pasal II ... 
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Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Cilegon. 

 

 

Ditetapkan di Cilegon 

pada tanggal 8 Mei 2017 

 
WALI KOTA CILEGON, 

ttd 

Tb. IMAN ARIYADI 

 
Diundangkan di Cilegon 

pada tanggal 8 Mei 201729 April 2013  

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON, 

ttd 

SARI SURYATI 

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2017 NOMOR 2611 
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